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BADAN
PDEIEMUSYAWARATAN

SA

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa atau
yang disingkat dengan "BPD” pada pemerintahan
tenturya memberikan harapan yang besar
l.r.'p.]l:!a masyarakat desa untuk terwupudnya suatu
pemerintahan desa yang bersih, kuat, dan baik. Kehadiran BPD setidaknya
dapat memberikan suatu “penyeimbang kekuasaan® pada level
pemerintahan desa, sehingga unsur pemerintah desa dapat
menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan harapan dan keinginan
masyarakat
Kehadiran Undang-Undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentunya
memberikan nuansa yang baru dalam penyelenggaraan pemerntahan desa,
baik bagi pemenintah desa maupun bagi BPD yang sama-sama merupakan
unsur penyelenggara pemenntahan desa. Oleh karena itu, inti buku
menguraikan dan membahas tentang BPD berdasarkan UL Nomor 6 Tahun
2014, dan ditambahkan juga keberadaan dari “lembaga legislatif desa™
berdasarkan undang-undang tentang desa sebelumnya sebagai suatu
perbandingan

Buky i bertujuan untuk dapat memberikan tambahan pengetahun dan
pernahaman bagi unsur pemerintshan desa, baik unsur pemerintah desa
maupun unsur BPD dalam melaksanakan tugas dan fungs dari kedua lembaga
pemerintahan desa tersebut, yang jumilahnya tidak kurang dari 78.000 [tujuh
puluh delapan ribu] di Indonesia, serta untuk dapat meningkatikan
permmahaman dan perhatian dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang
terlibat langsung dalam pembinaan terhadag 8PD ini.
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don mat”, I
I orioricas tertingzi”, I
melihatnya [N strategi utama”.
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“terganti dari dirinya sendiri”.

“pembangunan desa adalah suatu proses yang membawa
peningkatan kemampuan penduduk pedesaan untuk
meguasai linkungan sosial yang disertai meningkatnya

|

taraf hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan
tersebut”.

Salah satu bentuk dari pembangunan desa adalah pemba-

|

Menurut Suhartono, dkk (2000:xiv) bahwa :

“Demokrasi Indonesia masih menempubh jalan panjang
lebih-lebih pada tataran pelaksanaan demokrasi di ting-
kat desa, sebagaimana yang diupayakan dan yang lebih
tampak digarap adalah demokrasi di atas desa (supra
village structure) sedangkan yang ada di grass rott atau
pedesaan (infra village structure) berada dalam kondisi
yang masih “jauh panggang dari api. Kalau dari sisi
perjalanan panjang demokrasi di atas desa saja masih
lambat terkait dengan mengisi format dan volumenya,
apalagi demokrasi ditingkat desa, dipastikan persoalan-
nya sangat kompleks dan rumit serta sangat diperlukan
waktu yang jauh lebih panjang, lebih-lebih kondisi desa
di Indonesia sangat heterogen”.

Dalam memberikan ciri terhadap pelaksanaan demokrasi di
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“tukar baju”

“demokrasi Indonesia masi menempuh jalan panjang
lebih-lebih demokrasi pada tingkat desa, sebagaimana
yang diupayakan dan lebih dan tampak diharapkan
demokrasi di atas desa (supra wvillage structure) masih
jauh panggang dari api. Kalau berjalan Demokrasi di atas
desa saja masih lambat mengisi format dan volumenya,
apalagi ditingkat desa, dipastikan persoalannya sangat
komplek dan diperlukan waktu yang jauh lebih panjang,
lebih-lebih kondisi masyarakat di Indonesia masih
sangat heterogen”.
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“mesti Indonesia sudah memasuki millenuim ketiga
tetapi Indonesia masi mewarisi dan tebal dengan situasi
masyarakat patrimonialitik. Masyarakat Indonesia masih
berpaham bahwa penguasa formal dan informal dianggap
mempunyai legitimasi untuk bersuara, sedangkan rakyat
secara kolektif hanya sebagai pengikut suara penguasa”.

Dengan kondisi kehidupan desa yang selama ini seperti di-
gambarkan I
I demokrasi
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menghidupkan [N dihadir-
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A. PENGERTIAN

Pemerintahan

Perwakilan menurut Sanit (1985:23), adalah

“Seseorang ataupun sekelompok orang berwenang, me-
nyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan baik
yang diperuntukkan bagi, maupun yang mengatasnama-
kan pihak lain".
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“konsep perwakilan dalam artian bahwa seseorang wewa-
kili orang lain pada hakekatny adalah istilah moderen.
Yunani Kuno tidak mempunyai kata itu sekalipun warga
negara kota tersebut memilih sejumlah pejabat dan
kadang-kadang mengirin duta yang sesungguhnya me-
rupakan kegiatan yang masa ini dikategorikan ke dalam
perwakilan”.

Secara prinsip setiap wakil tentulah dirinya sebagai waki
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“sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat, atau komunitas pen-
duduk yang bertempat tinggal dalam suatu linkungan dimana
mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif

homogen serta banyak tergantung pada alam”.

I ¢ kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setem-
pat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabu-
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rintah Desa”
I ¢ Kepala Desa dan Perangkat Desa” [N
I  P:crinh Des:” I
I P ncrintah

Desa dan Badan Perwakilan Desa”.
I
nyelenggarakan | EEG_—_— Eksc-
kutif Desa (Kepala Desa dan Perangkaat Desa)” | NN NN
|
demokrasi [ NG
B | ccislatif Desa (Badan Perwakilan Desa)”.
I
bangnys I
|
e —
“pada awal permulaan pertumbuhan demokrasi telah
mencakup beberapa asas dan nilai yang telah diwariskan
kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai
dekokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan kebebasan
beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta
perang-perang agama menyusulnya. Sistem demokrasi
yang terdapat di negara-kota (city-state) Yunani Kuno
( abad ke-6 abad ke-3 Sebelum Masehi) merupakan
demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu ben-
tuk pemerintahan dimana hak untuk membuat kepu-
tusan-keputusan politik dijalan secara langsung oleh

seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prose-
dur mayoritas”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa demokrasi tidak lain
|
|
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“di desa dibentuk pemrintah desa dan BPD merupakan Pemerin-

tahan Desa”.

I ¢ Pemerintah
Desa” ] “Badan Perwakilan Desa”,

; “Pemerintah Desa terdiri atas Kepala

Desa atau yang disebut nama lain dan Perangkat Desa”.

“eksekutif desa” [l “legislatif desa”,

beserta

masyarakat

I

Tk
§ 7
= 2
j+¥]

disadari




|
|

“ didesa dibentuk Pemerintah Desa dan Perwakilan
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“ Anggota
badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk desa yang

memenuhi persyaratan.”

[ : “Anggota BPD dipilih dari

calon-calon yang diajukan oleh (pasal 34) : kalangan adat, agama,
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organiasi sosial politik, golongan profesi dan unsur uka ma-
syarakat lainnya yang memenuhi persyaratan”. L

I ‘pemuka-pemuka masyarakat yang diambil dari, antara

ain; kalangan adat, kalangan agama, kalangan organisasi sosial

yang bertempat tinggal di desa tempat pemilihan”.
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